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P s Restui TNI Ikut Berantas Teroris
TN' jAMAH TERORIS JAKARTA — Panitia Khusus (Pansus) DPR

Pro kontrak pelibatan TNI dalam penanggu- revisiUU No 15 Tahun 2003 tentang Pem-

langan aksi terorisme akhirnya berakhir. berantasan Tindak Pidana Terorisme me-
Pansus DPR resmi menyetujui pelibatan TNI

yang dibuat dalam tiga ayat. Meski demikian yetUJUI peﬁbatan TNI dalam penanggu-
periu dibuat peraturan presiden (perpres) langan aksi kejahatan terorisme.

sebagai keputusan politik negara untuk

memobilisasi kekuatan TNI sesuai ketentuan ggota . Pansus Terorisme 2004 tentang TNI. Menurut
UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI obby Adhityo Rizaldy menya-  dia, perpres itu harus terbit
kan, pelibatan TNI dalam  palinglama satu tahun setelah
penanganan terorisme diatur  revisi UU Tindak Pidana Tero-
3 ’ dalam satu pasal dan tigaayat.  risme diundangkan. “Perpres
. “Pansus menyetujui pelibatan ~ untuk mengatur hal-hal yang
TNI dalam penanggulangan  belum termasuk dalagm UU 34
RUU Terorisme aksi terorisme. Hal itu diatur =~ Tahun2004agarsejalandengan

TNI mengusulkan pada Pasal 43 H revisi UU Tero-  revisi UU Tindak Pidana Tero-
an Tindak Pidana risme,” kata Bobby di Jakarta  risme,” terangnya.
| 1gpn kst Terorisme kemarin. Politikus Partai Golkar itu
. Bobby menjelaskan, perlu  mengatakan, pemerintah juga
ada peraturan presiden (per- setuju agar dalam proses pem-
hanya bisa pres) sebagai keputusan politik ~ buatan perpres tentang peli-
melalui persetu- negara untuk memobilisasike-  batan TNI dalam penanganan
; iden sebagai kuatan militer sesuai dengan terorisme dikonsultasikan de-
emegang kekuasaan ketentuan UU No 34 Tahun ngan DPR. Dia menilai kesepa-
11199l neggadengan ’ katan ini adalah hal baru dan
enggulirkan peraturan 2 bt
EMpAt jenis terorisme terobosan politiklegislasi.
d : : i Bobby mengungkapkan, per-
34/2004 disebutkan bahwa @ Transnational pres tersebut penting untuk

OMSP harus dengan : organized crime, yaitu 3 p
tusan politik Negara. ¢ kelompok kriminal yang diterbitkankarenaPasal 7ayat2
harus diselesaikan i beroperasi lintas batas UU TNI mengatur bahwa ope-
paling lama satu negara menggunakan rasi militer selain perang
setelah revisi UU g kekerasan untuk (OMSP) harus dengan kepu-
tersebut diundangkan. -, melindungi
5 kepentingannya

. State sponsored terrorism, yaitu operasi terorisme
yang didukung oleh negara untuk menciptakan
instabilitas di negara lain

gerakan-gerakan di dalam
negara yang mengacaukan
ketertiban masyarakat dan
menciptakan gangguan

keamanan, seperti gerakan

Nationalistic, yaitu
S b4

separatis
; X Ideolagical, kelompok teroris yang
Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tugas S mendasarkan aksinya berdasarkan

pokok TNI adalah menegakkan : - prinsip ideologis
kedaulatan negara, mempertahankan . . -
keutuhan wilayah NKRI : Diolah dari berbagai sumber

TUGAS = pasal 7 ayat (2) diatur kewenangan TNI
POKOK TNI melakukan operasi militer untuk perang
dan operasi militer selain perang (OMSP)
yang di antaranya untuk mengatasi
gerakan separatis bersenjata, mengatasi
pemberontakan bersenjata dan mengata-
si aksi terorisme

Undang-
Undang Nomor
34 tahun 2004
tentang TNI
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tusan politik negara, dalam hal
iniadalah pemerintahdan DPR.
“Sayamengapresiasikerjasama
TNI, Polri, tim Panja pemerin-
tah yang akhirnya bersama si-
nergisuntukdapatmemformu-
lasikan mengenai keterlibatan
TNI,” tandasnya.

Dia berharap revisi UU ini
selesai pada masa sidang ini
setelahmasukharmonisasidan
sinkronisasi di Badan Legislasi
(Baleg) DPR. Bobby berharap,
dengan selesainya pembahasan
tersebut, TNI dan Polri dapat
bersinergisecaraoptimaluntuk
menanggulangi semua bentuk
aksiterorisme.

Panglima TNI Marsekal
Hadi Tjahjanto sebelumnya
mengusulkan TNI dilibatkan
dalamrevisi UU tersebutmela-
lui surat permohonan yang
ditujukan kepada Ketua Panja
RUU Antiterorisme. Menurut
Hadi, TNI memiliki fungsi pe-
nangkalan dan penindakan te-
rorisme.

Fungsi tersebut merupakan
bagian daritugas pokok TNIda-
lam menjaga kedaulatan NKRIL.
Dia menegaskan bahwa TNI
memiliki kemampuan dalam
menanggulangi ancaman tero-
risme. Tentara nasional, menu-
rut dia, memiliki fungsi me-
nangkal dan menindak teroris.
Danfungsiitudijabarkandalam
tugas pokok untuk menjaga ke-
daulatan dan melindungi sege-
napbangsa. “Kemampuanyang
ada itu memiliki karakteristik
untuk menangani masalah ter-
kait ancaman aksi teroris se-
hingga sayaberkirim suratyang
memohon TNIjuga dilibatkan,”
sebutnya.

Hadi mengatakan, dalam
surat tersebut, dia juga menja-
barkan ancaman terorisme dari
sudut pandang TNI. Mantan
Kepala Staf TNI AU itu me-
nuturkan bahwa ancaman tero-
rismemerupakankejahatanter-
hadap negara sehingga meng-

ancam terhadap kedaulatan,
keutuhan, dan keselamatan
bangsa.

Jenderal bintang empatitu
juga mengusulkan perubahan
judul Undang-Undang Penang-
gulangan Tindak Pidana Tero-
risme menjadi Undang-Un-
dang Penanggulangan Aksi Te-
rorisme. “Karena saya memo-

hon judulnya diubah menjadi-

Penanggulangan Aksi Teroris-
me,” tuturnya. .

“Perpresuntuk
mengatur hal-hal
yangbelum
termasukdalam UU
34 Tahun 2004 agar
sejalavidengan
revisi UU Tindak
Pidana Tevorisme.”..

BOBBY ADHITYORIZALDY
AnggotaPansus Terorisme

Menteri Pertahanan (Men-
han) Ryamizard Ryacudu me-
ngatakan, penanggulangan
aksi terorisme yang melibatkan
TNIharus didasarkan padaska-
la ancaman, yakni mengancam
pertahanan dan kedaulatan
negara seperti yang dilakukan
ISIS.

Guna mengantisipasi an-
caman aksi terorisme itu, me-
nurut dia, dibutuhkan kekuat-
anmiliterkarenakelompokISIS
juga menggunakan peralatan

militer dimedan perang seperti

tankdanbom.

Ryamizard mengatakansoal
konsep skema keterlibatan TINI
dan Polri dalam mengatasi te-
rorisme. TNI bertugas untuk
menjaga keutuhan dan kedau-
latan negara serta menangani

segala ancaman terhadap dua
hal tersebut. Sementara polisi
bertugas menangani ketertib-
an masyarakat dan tindakan
kriminal.

Menurut dia, dalam skema
tersebut, terdapat ruang an-
tara Polri dan TNI bekerja
sama, yakni untuk kasus yang
mengancam kedaulatan nega-
ra dan ketertiban masyarakat
sekaligus. Dia mencontohkan
kasus penangkapan Santoso di

-Poso yang melibatkan TNI dan

Polri.

“Ini ada abu-abu. Seperti di
Poso dulu, kan antara masalah
hukum dan keamanan negara
berbaur,” kata Ryamizard di
Kompleks Senayan, Jakarta,
beberapawaktulalu.

Komisioner Ombudsman
Republik Indonesia (ORI) Ad-
rianus Meilala mengatakan,
selama ini penanganan tero-
rismeyangdilakukan polisisu-
dah bermasalah. Apalagi me-
nurut dia ada orang baru yang
ikut bermain. “Maka perlu pe-
ngawasan lebih kencang,” ujar
Adrianus.

Adrianus menilai pelibatan
TNIdalam penanganan teroris-
me berpotensi menimbulkan
pelanggaran HAM. “Kalau
polisi pendekatannya sipil. Ka-
lau TNIapanyayang mendekati
sipil?” tanya Adrianus.

Selain itu Adrianus mene-
gaskan, pelibatan TNIsulit dila-
kukan karena teroris masih
dianggap kejahatan, bukan
perang. “DPR juga tidak mau
menyatakan terorisme itu pe-
rang,” katanya.

Adrianus menyarankan,
kalau TNI mau terlibat, kapa-
sitasnya hanya membantu po-
lisi dalam ranah intelijen. “Jadi
sifatnya bantuan kendali ope-
rasi (BKO) saja. Ranah yang pa-
ling oke adalah intelijen,” ucap
Adrianus.
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